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The purpose of this research is (1) how the tax collection system before and after
become the local tax in Bukittinggi City in 2012 - 2015. (2) To know how big the
effectiveness of PBB-P2 revenue and growth rate of PBB-P2 in Bukittinggi City
in 2012 - 2015.
The study employs a qualitative approach and aims to understand the
phenomenon experienced by the research subject. The main objectives of the
study are to describe and explain in order to to get a better understanding and
knowledge on the land and building tax rules and new system applied since
January 1, 2014.
Based on the results of the study, it can be concluded (1) Tax collection system in
Bukittinggi City can be said to be effective, despite having a short system path (2) PBB-
P2 revenue at central government managed at 85.54%, increased 98.68% Local
government of Bukittinggi City. This shows the seriousness of local government in
managing PBB-P2.
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah  (1) bagaimana sistem pemungutan pajak sebelum
dan sesudah menjadi pajak daerah di Kota Bukittinggi tahun 2012 – 2015. (2) Untuk
mengetahui seberapa besar efektifitas penerimaan PBB-P2 dan laju pertumbuhan PBB-
P2 di Kota Bukittinggitahun 2012 - 2015.
Pendekatan Kualitatifdigunakan peneliti dalam menjalankan penelitian ini.
Dengan tujuan untuk memehami fenomena tentang apa yang dialami oleh sebjek
penelitianya. Terdapat dua tujuan utama dalam penelitian yang berbasis kualitatif yaitu,
menggambarkan dan mengungkap, menggambarkan dan menjelaskan. dengan tujuan
untuk lebih memahami dan mengetahui tentang Pajak Bumi dan Bangunan dengan
aturan dan sistem baru yang di terapkan sejak 1 Januari 2014.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan (1) Sistem pemungutan pajak di
Kota Bukittinggi dapat dikatakan efektif, meski memiliki jalur sistem yang singkat (2)
penerimaan PBB-P2 pada saat dikelola pemerintah pusat sebesar 85,54%,meningkat
98,68%pada saat dikelola pemerintah DaerahKota Bukittingi. Ini menunjukkan
keseriusan pemerintah Daerah dalam mengelola PBB-P2.
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